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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT";.__.; &
NOMOR = &. TAHUN 2023 - s

TENTANG L
TAMBAHAN PENGHAST{LAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT:T_UHAN YANG MAHA ESA :
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - s

Menimbang : a. bahwa dalam . réjigka menmgkatkan :
menmgkatkan mouvam dlSlphﬂ dan i

Tahun 2022 tentang Pembahan Keuga : ._Ata
Gubernur Nomor 22 Ta.hun 2021 e

perkemban?an saat i, maka '
mengenai - tambahan penghasﬂan "pega
Pemerintah - . Daelah j- dimaksud'__.' merly
penyesuaian = ' L

Sipil Negara o

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—-ﬁndang Dasar
Indonesia Tahun 1945
2. Undang~Undang Nomm

1..

Negara Repubhk Indonesza Tahun
Tambahan Lembaran Negma Repubhk

2011

2019 - Normor 183 Tambahan Lembaran
Indones1a Nomor 6398) B
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 - Tahun 2()04 tenian@.-i'

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab I{euamfanf

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 =~
Nomor 66, Tambahan Lembaran’ Negara Repubhk Indonesaag_; v

Nomor 440{3)

Undang-Undang Nomor 5 “Tahun 2@14 ien'tang Apai‘amrf.é
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun - -
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk{_’_ s

Indonesia Nomor 5494); . S
Undang-Undang Nomor 23 Tahtm 2@141
Pemerintahan  Daerah (Lem’baran Negara' _
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan -:Lembara'
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telal
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undaﬂ&_

Nomor 1 Tahun 2022 itentang Hubungan heuanaan An’aam;}

Pemerintah Pusat dan - Pemerintahan:, Daer_ah (Lemgmgm; Lo

Negara Repubhk Indonesia  Tahun = 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran. Negara Repubhk Indanema' Ncmca
6757);
Undang—Undang Nomor 9 Tahu;n 2@22 tentang Hﬁwz_k_
Kalimantan  Barat - (Lembaran Negara Repubhk;;' ndonesi
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaraﬂ . Negar:
Republik Indonesia Nomor 6780); o e

Peraturan Pemerintah . Nomor 11 Tahun ?0'
Mana j Jjemen - Pegawa& Negem Sxpﬂ '

Pegawai Negen Sipil {Lembaraﬂ N@gala Repubhk indanem
Tahun 2020 Nomor 68, ’.E‘ambahan Lembaran ‘Negars
Republik Indonesia Nomor 647’? ) '
Peraturan Pemerintah ~Nomor - 12 Tahun ?019 t&nt&mg'i;
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhiz .
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah’an Lembar,
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); o
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun ?021 '_;'ten‘tan
Disiplin Pegawai Negeri S}pﬂ (Lernbal an N&gala_ Republil
Indonesia ‘Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembm a:z_
Negara Republik Indonesia’ Nomor 6718} o e
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaa : paratu Negara?
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 ’I‘ahun 201’1"’ tentang"
Pedoman Evalua81 Jaba‘tan : '

Reformasi Blrokrasat Nomor 39 Tahun 2013
Penetapan  Kelas ~Jabatan - di- ngkungem :

Pemerintah (Berita: Negara Repubhl{ Indonesza-z_
Nomor 1636}

Nomor 104«7‘)
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Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud deiﬁgaﬁ:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. : :
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur. penyeieﬂggara

14.

15.

16.
17.

18.

19.

2o.

. PERATURAN ~ GUBERNUR  TENTANG = TAMBAHAN_T_” e
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

pemerintahan

Barat.

daerahh yang memimpin peiaksanaan surusan oo
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah PI‘GV]I]SI Kahm@mt&m’ﬁ

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2@12--__
tentang Analisis Jabatan dz ngkungan Kementerian: =
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Bemta Negam---_ e
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);" -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sl
tentang Pembentukan Produk 'Hukum Daerdah (Berita =
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam:
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas = =
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2005
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 157); o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun: 2019
tentang Mutasi Antar Kabupaten/ Antar Kota Pr ovinsi. dan
Antar Provinsi (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun'. RS
2019 Nomor 1034) S

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penda‘pa‘can dam.“_ o
Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita - Negara Repubiﬂq Fae
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); S
Peraturan Kepala Badan - Kepegawaian Negara Nome‘:ﬂ: 5 S
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Eex it
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomm 391] .
Peraturan Daerah Nomor 8- ’I‘ahun 2016 tentang_
Pembentukan dan Susunan Perangka‘t E}aerah ‘Provinsi:
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah vamsl Kalunaman?
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomer 6) sebagaimana felah
diubah beberapa kali dan  terakhir dengan Peratura
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua,.
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 t :
Pembentukan dan = Susunan’ Perangkat Daerah _3:'-Pr<:avm$ i
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah- i
Provinsi Kalimantan Barat Nomor'5); © .
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat N()mﬁl‘ ‘?5 Tahuﬁ:

2019 tentang Nilai dan Kelag Jabatan di ngkunﬁan_ff
Pemerintah Provinsi ~Kalimantan Barat. (Beriita ‘Daerah
Pr ovins1 Iaahmantan' Barai Tahun 2019 ::-Noma 5

Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Bamt-f. "E“ahmzi.;
2021 Nomor 42). . _ _ L

MEMUTUSKAN:

Pasal 1
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3. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Provmsu Ixahmantan Barat
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah D1 Llnglmngan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.

5. Instansi Pusat adalah  kementeria dan,. Lembaga pemm dntah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekl etai 1atan__ o __'__.51 _:- _

lembaga nonstruktural.

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provmsx c‘ian perangkati_'_' S
daerah kabupetan/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat SN
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan Lembaga tefimls'-__tj AL

daerah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang seiangutnya chsebut Pegawaz A&NZ%I_:: e i
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah' Demgan Perjanjian ..o

Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembma Kepegawalan dan chsei 81”11

lainnya dan digaj berdasarkan peraturan per undang»undangan.' Lo s
Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya: dzsmgl«:a,t CPNS adalah Calon :
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kahmantaﬁ Barat

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya chsmgkat P‘NS ada}ah Pegawa{: : :1

Negeri Sipil Pemerintah Provirisi Kalimantan Barat.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya dzsmgkai TPP adalahf‘ B

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN. dant CPNS':}'*
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kese 3ahte:ra' e
pegawai berdasarkan beban kezja, presta51 kerja kondzs;t

12.

orgamsa&
13, Jabatan Pimpinan Txngg1, yang seianjutnya dismgkat JPT adai_
sekelompok Jabatan tinggi pada 1nstaﬂsi pemer intah. o
Jabatan Administrasi, yang Selanjutnya dlsmgkai

14.

1o.

16.
mempunyai tanggung 3awab melaksanakan keglatan pelayana

serta administrasi pemermtahan da:n pembangunma S

17.

18.

melaksanakan sebagian kewenangan pe&lgguna anggai‘an .
melaksanakan sebagian tugas’ dan fungsi Perangkat Daerah Bt

20.
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21.Menit Kerja dalam 1 {satu) hari adalah 510 {lima ratus sepuluh) memt

22.Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh a‘izasanz_g;_ :
berupa setuju atau tidak setu_;u/menolak seuap aktmtas :j:_?yang_;;_;_::: S

disampaikan oleh bawahan.

23.Realisasi Menit Kerja merupakan waktu penyelesazan pelaksanaan tugas"_f

vang telah divalidasi atasan langsung.

24.Disiplin  Kerja adalah ke&anggupan Pegawa; dalam menaaﬂf-'ﬂ';:_i_f::.""
kewajiban kerja dan larangan sesuai ketentuan ham dan 33111 kerga o

berdasarkan ketentuan yang berlalca.

25Mesin Presensi Elektronik adalah alat yang. d1gunakan antuk L
merekam sidik jari/bagian mbuh 1amnya Saat masuk dan puiang'--;_'_’

kerja.

26.Aplikasi E-Activity adalah aplikasi berbasis web mﬂil/;: Pemenntah" S _. Z.:
Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan’ untuk melalﬂikan]i_z: e

penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawa:t ASN dan CPNS.

27Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang * digunakan tu‘ltukfj{f}_'___:'
pengisian daftar hadir dengan menggunakan Surat TugaS/Sura‘t e

Pernyataan/Surat Cuti.
28 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selan Ju‘mya_,
disingkat LHKPN adalah daftar = seluruh  Harta Kekayasn

Penyelenggara Negara yang dituangkan -dalam formuhr LHKPN e -

yvang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Kerupm

29 Laporan Harta Kekayaan Aparatur: 81p11 Negara’ yang & dﬁi’l]lltnyaf:'_' o

disinglkat LHKASN adalah  laporan - harta kekayaan
disampaikan pegawai ASN dan CPNS. e i
30.Tuntutan Perbendaharaan dan Tunmtan : Gan“a R
selanjutnya disingkat TP-TGR ‘adalah suatu- proses tuntutan
terhadap Bendahara, @ Pegawai :-: bukan Bendqhax =1
Pengurus/Penmmpan Barang, -Pegawai bukan Bendaha;ra atau
pengurus/penyimpan barang | atau - pihak - ketlga yang telah
melakukan perbuatan yang. mengakaba‘tkan 1<:er11g1311 l{eu;anga;t’z
atau barang daerah. : o
31.Kelas Jabatan adalah Klasifikasi J aba‘tan dalam satuan::organisamﬁ_ :
vang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selan juinya
digunakan  sebagai dasar pemberzan ' besaran . Tambahan
Penghasilan. : s
32Penjabat yang selanjutnya disingkat PJ adalah pegabat semeﬁtara untuk-f-;
jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang: melaksanakan iugas*-:
pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif. = '
33.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya- disebut Pit- adalah’ PNS yang :
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewa;kban pe}abat stmkturalu
vang lowong.
34.Pelaksana Harian yang selanjumya dzsmgkat P}h adalah PNS yzmg
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural karena' '
pejabat struktural yang bersangkutan berhalarigan sementara"
35.0perator Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN ch Pez"amgl"
Daerah yang berada di = bagian /bldand : yang mengurum

-----

__;Vang

pegawai sebagal data pendukung untuk aphle:a&n e—Acumty--*’“dan_ s
e-Presensi. _ _ : e
36.Hari adalah hari kerja. WA Sl
37.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran? 1angsunv“
dari tugas dan fungsi organisasi. '
38.Tugas Tambahan adalah tugas yang Udak iermasuic: dalam rmc}an tugas”_-
pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit ker ja
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39.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu): R
instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) mstansa daet‘ah antars e i
instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi ‘daerah dan ke
perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permmtaan sendln S

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah. sebagag pedomarl e
dalam Pelaksanaan pemberian tambahan - penghasﬂan berdasarkan .
beban kerja, prestasi kerja, kondisi keija,’ kelangkaan'. profesi . dan
pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN- daﬂ CPNS ch' S

Lingkungan Pemerintah Daerah,

Pasal3
Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah: B
a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan -

b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja- Pegawal ASN dai"l_"_"'::._-'_" ey

CPNS.

Pasal 4 :
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur i mehpu‘tz L
kriteria pemberian TPP, o
penetapan besaran TPP,
tim pelaksanaan TPP,
komponen dan penilaian pemberian TPP;
tata cara pembayaran;
pendanaan; dan
pengawasan dan pembinaan;

wheosoe

BAB 1
KRITERIA PEMBERIAN TPP . -

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas, Pegawai ASN di hﬂgkungaﬁ P@mermtah'3_-..i-._..f::'::- -'-'  S

Daerah dapat diberikan TPP.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbeﬁkaﬂ berdasarkan?_':'_5__

kriteria:

a. beban kerja;

b. prestasi kerja;

c. tempat bertugas;

d. kondisi kerja;

e. kelangkaan profesi; dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

M N

(3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (sa*tu) kmerza Sebagazmanaf: _. : .' .

dimaksud pada ayat (2).

(4) CPNS atau PNS dari instansi pusat yang te,lah selesai melaksanakan . '-
tugas di daerah dan mengalami perubahan status fmen jadi PNS daerah, -~ 0
diberikan TPP sesuai kelas jabatan sejak Surat Permtah Melakganakan_f}f o

Tugas diterbitkan. S
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dzmakfsud pada ayat (1) :

adalah PNS yang mutasi masuk ke daerah; diberikan TPP setelah e
melaksanakan tugas di daerah selama 6 (enam) bular; sejak Suz a‘i:_' Sy

Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan. S
(6) Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke daerah meiaiul pengtslan
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan/atau Sebutan 1amnya‘,--

pembayaran TPP sejak ditetapkan  Surat Keputusan mutasz dan'..- e

disesuaikan dengan kelas jabatan yang d:[dudukmva
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Pasal 6 : ' ' .
TPP berdasarkan beban kerja Sebagaimana dlmaksud da}am "_:PaSa} :
ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS di hngkungan des
daerah yang dalam melaksanakan tugas: me}ampaml;.

normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan’ atau

batas waktu normal minimal 170 {seratus tujuh puluh) jam’ perbulan

Besaran TPP berdasarkan beban Kerja sebagaimana tercantum daiam o TEen
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terplsahkem dan Pe1 aturan_-':; '

Gubernur ini.

Khusus untuk Guru PNS  yang belum menerima tunjamganf;...f._-
profesi/ sertifikasi diberikan TPP sebesar Rp.. 50(} 000 /bu}aﬁ (hma'; S

ratus ribu rupiah} per bulan.

CPNS dan PPPK diberikan TPP sebesar Rp. 200. OOO /bulem. (dua ratus-z e

ribu rupiah) per bulan.

Untuk PNS Tugas Belajar diberikan TPP sebesar Rp 1000 000 / bulaﬁ.'.j 3_": ! Z. o

{satu juta rupiah) per bulan.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana . dimaksud dajam Pasal 5 f.:' e g S
ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memﬂlkz prestasz_'-_ I
kerja yang tinggi sesuai bidang kealﬂzazmya dtan ;movasz dan dlakm T

pimpinan diatasnya.

Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi ker}a sesual kemamp&aﬂ e -'i'f'.

keuangan daerah dari besaran basic TPP,

Pasal 8 . : L

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana- dimaksud dalam Fasal 5"
ayat (2) huruf c diberikan kepada :Pegawai ASN- yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memﬁﬂa 'tmgkat ikesuhtam-:"--
tinggi dan daerah terpencil.

Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan 1:1'1deksf TPP L

tempat bertugas, yang didapatkan dari per bandmgan indeks kesulztaﬁ*
geografis kantor berada dibagi indeks- kesuhtan geograﬁs f--'i:ez

wilayah provinsi. Sl
Indeks kesulitan kelurahan sama dengan mdeks kesuhf:an geografls de
terendah di Provinsi, .
Alokasi TPP berdasarkan tempat ber‘tugas Prowns1 paimg tmgg 50.

; (hma
puluh) persen dari basic TPP Pegawai ASN Provmsz apabﬂa mdek:s tempat
bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). LR T

Pasal® - ' &
TPP berdasarkan kondisi kerja- sebagalmazla dxmaksud daiam Pasal 3"5
ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN' yang ‘melaksanakan tugas_-;
dan tanggungiawab memiliki resiko 'tmggz sepertz reSlko kesehatam dan
keamanan jiwa seperti: i
a. pekerjaan yang berkaitan }angsung dengan penyakzlt menular
b. pekerjaan vang berkaitan }angsung dengarl baharx
berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; S
c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan’ kmj]a
d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pememksa cian penegak
hukum : -

jabatan yang setingkat, namun t::dak ada pejaba‘t pelaksanany
dan/atau S L
f.  pekerjaan ini satu tingkat dlbawahnya Sudah d1 dukung Jleh jabats
fungsional dan tidak ada jabatan: strul{tural dibawahnya.
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Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:

a. Inspektur; dan :

b. PNS di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedarso. '

Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang

melaksanakan tugas pada kriteria berikut:

a.  keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;

b.  kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang
memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau

c. jabatan pimpinan tinggi di Daerah.

Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:

a. SekTetaris Daerah;

b.  PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Sub Spesialis dan Spesialis
dengan kategori Profesi langka pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soedarso; dan

c.  PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dengan kategori
Profesi langka pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan UPT Klinik
Utama Sungai Bangkong.

Penetapan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {2) huruf { diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainmya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
insentif pajak daerah;
insentif retribusi daerah;
tunjangan profesi gury;
tunjangan khusus gury;
tambahan penghasilan gury;
jasa pelayanan kesehatan;
honorarium; dan
jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.

TR A0 TP

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada
Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

SO0 TP

500

tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;

diberhentikan sementara atau dinonalktifkan;

berstatus penerima uang tunggu;

menjalani masa persiapan pensiun,

diberikan cuti di luar tanggungan nega¥a dan cuti besar;

berstatus diperbantukan/dipekerjakan/sebutan lainnya pada instansi
selain instansi Pemerintah Daerah,;

dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan
profesi/ sertifikasi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan
tugasnya sebagai Guru dan Pengawas Sekolah.

AsisTENT | smmpa |
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Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) d:daku.kan pemcaiongan_ﬁf:_-

terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin: mehpu‘é:i
a. Tingkat ringan berupa:

1. Teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebeésar 10% (sepuluh:: Lo

persen) selama 3 (tiga) bulan;

2. Teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 109"3 (gepuluhj SR,

persen) selama 6 (enam) bulan; atau

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dzlakukan pernotongan 'I‘PP:'_'
sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (Sembilan) buIan

b. Tingkat sedang berupa: : o
1. Penundaan kenaikan gaj berkala selama 1 (satu) tahun dﬂakukan'__.

pemotongan TPP sebesar 25% ({(dua puluh lima persen) selama 6 S

(enam) bulan;

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dﬂakukan e
pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lma’ persen) selama 91- S

(sembilan) bulan; atau

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah seiama 1 (s,atu) tahun,‘;._:'i' : '_ £

dilakukan pemotongan TPP sebesar 25%% (dua puluh hma persen}z
selama 12 (dua belas) bulan. o _

c. Tingkat berat berupa:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah seIMa 12 (dua belas) i
bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar '70% (tujah puluh p&rserﬂ):i_ o

selama 6 (enam) bulan; atau

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan: peial{saﬁa selama 12__ .-::-_-.f:' T
{dua belas} bulan, dilakukan pemotongan TPP Sebesar ’?O% (tujuh_ e

puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan,

BAB Il o
PENETAPAN BESARAN TPP -
Pasal 14 BERTRR TS Et S
(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagm berlkut
a. kelas jabatan; _
b. indeks kapasitas fiskal daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. T e
(2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan menggunakan rumus (Besaran.-f’
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan' per kelas. }aba‘tan sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan) x. (indeks kapasitas fiskal
daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi} x (mdeks penyelenggaraan
pemerintah daerah)

(3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagalmana damaksud -_pada ayaf: (2)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan ‘daerah seba ENk

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini,

BAB IV :
TIM PELAKSANAAN TPP
Pasal 15

(1} Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretams Daerah s;erta'

sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah ‘i;erkaﬁ
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(2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana damaksud pada ayat (1) mehpu_tl
a. perangkat daerah yang membidangi peﬂgeloiaaﬂ keuangan daerah
bertugas melakukan perhitungan terka;t pengamggaraﬂ T PP Pegawar-“

ASN;

melakukan perhitungan indeks’ peﬁyelenggaraan ‘pemer mtahan e !
daerah serta meng;cieﬂtzfﬁ{asz 3abatan~ jabatan’ yang masuk dalam
kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja keiangkaan profu,si"
dan/atau pertimbangan objektif lainnya; - o
c. perangkat daerah yang membidangi kepegawalan bertug' _ S
melakukan perhitungan pemangku Jabatarz berdasarkan .maszngw'.f{ s
masing kelas jabatan; S
d. perangkat daerah yang membldaﬂg} hukum bertugas menyusun
Peraturan Gubernur tentang TPP sesua; dengan keteﬂtuaﬂ peraturan_ .-
perundang-undangan; '
e. perangkat daerah yeng membldangl perencanaan bertugas untu}a;_!.ﬁ
memastikan penganggaran terkait TPP, dan/atau =~ = o _
f. perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk
melakukan pengawasan pelaksanaaﬂ ‘TPP sesual deﬁgan ke‘tentuan .
peraturan perundaﬂg-undangan e : o

Keputusan Sekretaris Daerah

BABV IR
KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP
“Pasal 16 = :
(1} Persentase besaran komponen: a}:{tmtas kelj}a adalah sebesar ’7()% -_(m juh
puluh persen) dari besaran TPP yang d1ter1ma pegawai: ASN dan CPNS.
(2) Persentase besaran komponen: diSlphﬁ kerja adalah sebesar 30% (t}ga
puluh persen) dari besaran: TPP yang dltenma pegaweu ASN dan CPE\ES‘

Pasal 17
(1) Penilaian aktivitas kerja dihitung berdasarkan
a. pelaksanaan tugas; dany#@tau _ : -
b. penilaian dari atasan iangsung terhadap hasﬂ peiaksanaa
pegawai yang dipimpinnya. :
(2) Setiap PNS dapat menetapkai sasaran dan target kmer_]a_.m
bulan Desember tahun sebelumnya o
3)

(4)
target kinerja dﬂakukan ke dalam aphkam ewAcﬁwty

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaporan/penginputan  aktivitas  kerja sebagalmaﬂa tugas pakok
dan/atau tugas tambahan, dibuktikan dengan formuhr ak’txvz’tas eija
harian pegawai secara manual atau secara elektmmk S

Pasal 18 Lo

(1) Pelaporan/penginputan aktivitas: kerja: sebagalmana dlm sud daiam

Pasal 17 ayat (5), dihitung berdasarkan indikator menit kerja tiap. hari

(2) Besaran menit kerja sebagaimana dlmaksud pada ayai: ( } adalah 510
(lima ratus sepuluh) menit setlap haﬂ ' : ST '
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(3) Pelaporan /penginputan aktivitas kerja: Sebagazmana chmaksud pada S
ayat (1) dilaporkan/diinput ke dalam aphkas; e-Activity, i el
(4) Dalam hal jumlah menit kerja yang di input telah- melebxhx 510 (lzma Sl
ratus sepuluh) menit maka kelebihan menit alktivitas tersebut men gadi'- cn
tambahan menit aktivitas hari berikutnya. e
(5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung" dan hasﬂ capaiem'--_-._ L
Aktivitas Kerja Harian diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan dengaﬂ RO P
rumus: '
Aktivitas Kerja Bulanan= (jumlah menit vang sudah dzvahdasz dalarn 1 bu];am be 100" o o
(jumlah hari kerja x waktu kerja dalam LT hari). . 0 =00 0
(6) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan Sebagaamana;_f_-.j_:'-__"a--__
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh- Perangkat Daerah yangi_'_g'_'_gj' R
membidangi Komunikasi dan Informatika. ET R b
(7) Dalam hal realisasi menit kerja melebihi jumlah menit kerja da_lam AR b
(satu) bulan maka persentase aktivitas kerja bulanan . tetap dlberlkan DR
1008/ (seratus persen). T

Pasal 19 - SRS

(1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja Sebag&umana d:tmaksud dalam'."l--r-.' SN R

Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh: =
pejabat pimpinan tinggi;
pejabat administrator;
pejabat pengawas;
pejabat fungsional; dan
pelaksana. L L e
(2) leecuahkan dari ketentuan sebagaimana d:tmaksud pada ayat (1)'_._'-': ST

a. Pegawal ASN Guru yang belum menenma Tun;angan

Profesi /Sertifikasi; : : B

b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Be}ajar dan e

c. CPNS dan PPPK. B
(3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, pelaporan/pen@nputan a,ktlwtas'_'_?' :

kerja ke dalam aplikasi dilakulkan oleh pegaw&u yang dltugaskan pada'_-

Tata Usaha Pimpinan. .
(4) Terhadap PNS mutasi masuk ke daerah membuat laporan aktlwtas keija-f--"'l

secara aphkam/manual
(5) Aktivitas pegawai dapat dilaporkan/diinput ke dalam aphkaSl ewActzwtyf--,'}_- i

setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya. = L
{6) Batas waktu pelaporan/penginputan. laporan aktzwtas pegawm G

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ciﬂaksanal{an pahng lambat 3 (t}ga)'i_

hari pertama pada bulan berikutnya. Camn
(7) Dalam melakukan perhitungan komponen’ be‘rdasarkan aktmtas kerja Ean R

cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit tic'iak dlkenakan'

pemotongan dengan tetap menginput aktivitas dengan keterangan cutl-.-;':}_

tersebut ke dalam aplikasi e-activity. o
(8) Khusus cuti sakit penginputan dapat dilakukan oleh operator/PengeIOIa-" G

Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah - e
{(9) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja Sebagazmaﬂa dlmaksud dal&m S

Pasal 17 ayat {1) hurut a terdiri dari rincian: o SISO g

a. hari/tanggal;

b. uraian aktivitas kerja pegawai,

c. jam mulai dan selesai bekeria;

d. waktu penyelesaian;

e. data pendukung aktivitas. o SRR
(10} Data pendukung aktivitas sebagaimana dimaksud. pada ayat (9) huruf e___' G

dapat dilampirkan sepanjang diperlukan untuk pelaporan akmvﬂasi?f e

kerja. . - B

o e op
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(11) Dalam keadaan tertentu, penilaian aktivitas kerja dﬂaporkan secwa _' i
manual, :

{12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) antara I&m
a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.

(13) Format laporan Aktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (12}, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

{(14) Penggunaan laporan aktivitas manual untuk pegawai vang belum
terdaftar dalam sistem aplikasi diberikan waktu sampai dengan 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan,
apabila sampai dengan bulan keempat dan seterusnya belum terdaftar
maka pembayaran tambahan penghasilannya ditunda sampai dengan
pegawai terdaftar dalam sistem aplikasi.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan
langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.

(2) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawal yang dinilai.

(3) Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawai yvang dinilai

{4) Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil pelaksanaan tugas
pegawai wajib disertai alasan penolakan.

(5} Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung
diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan.

(6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan aktivitas kerja
vang ditolak maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada
bulan berkenaan.

(7) Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dilakukan setelah
selesai dilakukan pelaporan/penginputan. Batas walktu
pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan berkenaan oleh atasan
langsung dilaksanakan paling lambat 5 {lima) hari pertama pada bulan
berikutnya.

(8) Dalam hal melebihi 5 (lima) hari pertama bulan berikutnya belum
diperiksa/divalidasi maka seluruh aktivitas pegawai bawahannya akan
dinyatakan dengan keterangan diterima.

(9) Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/memvalidasi aktivitas
kerja bawahannya tanpa alasan yang jelas maka diberikan teguran baik
lisan maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat
Administrator sampai dengan Pengawas.

(10) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemeriksaan/validasi
terhadap aktivitas kKerja yang dilakukan.

Pasal 21

{1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja
sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 42,5 {empat
puluh dua koma lima) jam per minggu.

(2) Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS adalah senin - jumat pukul 07.15
WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.

(3) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara
berjenjang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) diatas pengaturan hari dan jam
kerja pada bulan Ramadhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(1)

(2)

“)

(3)

(1)

Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulctikan

dengan merekam sidikjari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi
elektronik yang dilakukan pada waktu masuk kerja atau’ walktu
pulang kerja. : -
Dalam hal mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mengalami gangguan/rusak atau belum tersedia maka
pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masih menggunakan daftar hadir
manual, maka pada bulan keempat dan seterusnya sejak terjadi
kendala/tidak dapat dioperasikan, pemberian tambahan penghasilan
pegawai ditunda sampai dengan kendala dapat diatasi.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terhadap Perangkat Daerah yang belum memiliki mesin presensi
elekironik dapat dibayarkan tambahan penghasilannya dengan
menggunakan daftar hadir manual.

Pasal 22
Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh
lainntya untuk masuk kera dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB
sampai dengan pukul 07.15 WIB waktu setempat.
Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh
lainnya untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pulkul 15.45 WIB,
Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pencatatan hehadiran
dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya sebelum pubul
06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi presensi.
Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak
berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung
dianggap terlambat sebanyak 150 menit.

Pasal 23

Dalam keadaan tertentu pengisian e-presensi pegawai ASN dan CPNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan
menggunakan format daftar hadir manual
Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, meliputi:
a. sistem dan/atau mesin aplikasi e-Presensi mengalami kerusakan

atau tidak berfungsi
b. pegawail belum terdaftar dalam sistem e-Presensi;dan/atau
c. terjadi keadaan kahar (forje majeun.
Format laporan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 24
Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja
ditentukan dengan indikator yang meliputi:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang lebih awal darijam kerja; dan/atau
c. tidak hadir.
Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar
hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas
piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang
berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang
dari kewajiban kehadiran kerja.
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Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) =

berbasis  elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing
Perangkat Daerah. S
Dalap melakukan perhitungan komponen berdasarkan  disiplin keria,
cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bers_ama, cuti
melahirkan, dan perjalanan dinas luar /dalam daerah/luar negeri dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya (diklat/workshop/se jenisnya),
dihitung sebagai hari masuk kerja dengan mengunggah dokumen surat
dimaksud ke dalam aplikasi e-Presensi yang dilakukan oleh
operator /Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.
Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang
cepat sehingga tidak melakukan presensi dikarenakan melaksanakan
tugas kedinasan maka dianggap masuk kerja dengan melampirkan
bukti surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 25

Prosedur pengurangan TPP dari kehadiran kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c,
dilakukan pengurangan TPP dari kehadiran kerja sebesar TPP per hari
pada bulan berkenaan.

Pasal 26

Penilaian laporan aktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Ramadhan
dan bulan Desember diberikan nilai 100% (seratus persen) dari komponen
penilaian.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27
Pegawai ASN dan CPNS penerima TPP ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur.
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi
data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari Biro Organisasi
sekretariat Daerah.
TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang mutasi dan/atau mengalami
perubahan kelas jabatan sebelum tanggal 15, dibayarkan dengan
menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk
bWan berkenaan pada unit kerja/instansi baru sesuai dengan
persentase aktivitas dan kehadiran.
TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang mutasi dan/atau mengalami
perubahan kelas jabatan per tanggal 15 dan seterusnya, dibayarkan
dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama
untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama sesuai dengan
persentase aktivitas dan kehadiran.
Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada
bulan berkenaan.
Perhitungan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja dan disiplin
kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

ARG pemsnerhT panran
, P
HURUM PEMBhEARES ABIGTEN | GEEDA
Y i

&. I




(8)

(10)

Contoh perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan: bagian

tidalk terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. : L

Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayal {1,

dengan melampirkan: |

a. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan
Kelangkaan profesi yang diatur lebih lanjut secara teknis melalui
Surat Edaran;

b. surat Pertanggungjawaban Mutlak;

c. daftar pembayaran TPP; dan

d. surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. (jika ada)

Aktivitas kerja pegawai di upload setiap bulannya melalui link

kalbarlink/ctlzaktivitas oleh operator/pengelola kepegawaian yang

ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 28
CPNS diberikan TPP terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas sampai dengan terbitnya  keputusan
pengangkatan menjadi PNS.
TPP bagi Pegawaj ASN formasi jabatan fungsional yang belum
meénerima keputusan pengangkatan jabatan fungsional dibayarkan
sesuai kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Gubernur.
TPp bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sesuai
nilai TPP kelas jabatannya setelah menerima keputusan pengangkatan
ke dalamjabatan fungsional.
Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran
tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan kelas jabatannya
untuk iuran jaminan Kkesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah
(PPU) setiap bulan.

Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 30
Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat
yang merangkap sebagai Plt atau Pih atau Pj menerima TPP tambahan
sebesar 20°% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pit
atau Pib atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.
Khusus Pj Kepala Daerah diberikan TPP tambahan sebesar 28% (dua
puluh persen) dari TPP pada jabatan definitif yang didudukinya.
Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang diberikan tugas
tambahan sebagai Plt atau Pih menerima TPP tambahan sebesar 15%%
(lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Pih pada
jabatan yang dirangkapnya.
TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh
atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau
Plh atau Pj
Pemberian TPP bagi Plt atau Plh atau Pj sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi yang menjabat dalam
jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
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(10)

Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas dengan kelas ;abatan 8 (deiapam)'_'j_-' o

dan Pejabat Pengawas dengan keias gabatan 9 (sembilan) dalam safu
lingkungan unit kerja maka pembayaran TPP bagi Pejabat: Pﬁngawas _

dengan kelas jabatan 8 (delapan) disetarakan besarannya dengan TPP.. B

Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan) pada unit kerja
vang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a}ra‘t (6) =

adalah Pe;abat Pengawas pada UPT SMA/SMK/SLB dan Pejabat
Fungsional jenjang Penyelia dan Ahli Pertama yang pembayarannya*
sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki. '

Terhadap Pejabat Administrasi yang mengalami penye’taraan Jabatan' : o
ke dalam Jabatan Fungsional, maka pembayaran TPP: pada saat -
menduduki Jabatan Fungsional diberikan sesuai TPP pada Jabatan'_: :

administrasi sebelumnya. 3
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8y

terhadap Pejabat Administrasi dan Pe;abat Fungsional yang rnengalamz - _'
penurunan jabatan men;adl pelaksana karena kepentmgan organisasi, . .
diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan yang ter cantum dalam'- o

Keputusan Gubernur.

Dalam hal terhadap jabatan yang mengalami kenaikan kelas Jabatan*._‘ o

berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, pembayara:{z TPP sestiai
kelas jabatan yang baru pada tahun anggaran bemku’mya dan sesuai
kemampuan keuangan daerah. :

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan TPP di Daerah bersumber dari: | o

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentufu’:_' - REN o

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 32

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran ':j_ _: SESITEATIE N
tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepa}a Perangkat-__ S lana

Daerah.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran W’ljlb memasukaﬂf"-.'_.' SIEEA N
pemenuhan syarat administratif dan teknis ‘dengan menerapkanl_ B

sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memadm

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana pemm}ang TPPz_. .j. |
vang spesifikasi teknisnya ditentukan oleh - Perangkat Daerah yangl S

membidangi Komunikasi dan Informatika.

Aplikasi e-»Actmty dan e-Presensi disiapkan oleh" Pel angkat Daefah_?f- S

yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Peiaksanaﬁ ST |
di lingkungan Perangkat Daerah, maka perpmdfzhan dan’ atau’ o
penempatan pegawai pada jabatan yang baru perlu” mendapatkan SRR e
persetujuan dari Perangkat Daerah yang membldangi kepegawa;an G T

EARG PERANGHAT DAZRAH
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(4) Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau pemberhenmm} da}amj_}_'._“- L
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan =
Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantuinkan kelas jabatan - =
pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan 0

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawm&m

(5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalanu ‘mutasi. S
harus mencantumkan kelas Jjabatan pegawai sesuai denwaﬂ'-'_.

penempatan padajabatan yang baru.

(6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemangku Jabatan - ':_ o
telah ditetapkan, bagi Pegawai ASN wvang belum tercantum: pada_ S
keputusan tersebut dan/atau tidak Lersedlanya kotak/wadah }abatan: B

pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP kelas jabatanr
1.
{7} Dalam hal PNS mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami Sy
perubahan kelas jabatan maka pembayaran TPP PNS mutas1
disesuaikan dengan kelas jabatan baru yang didudukinya. '
(8} Dalam perhitungan komponen TPP, cuti bersama tetap - dihztung
sebagai aktivitas kerja dan hari masuk kerja yang penginputannya

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komumkas:l dan o

Informatika.
Pasal 34

(1) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat dlbenkan h(}nm arium S

mengajar dalam hal:

a. pembebanan anggaran selain anggaran pendapatan d:m belan 3a FI R

daerah provinsi; atau

b. telah melampaui kewajiban mengajar di atas 32 (uga puluh dua)._;:'__
jam pelajaran per bulan pada Badan Pengembangan dan Sumber
Daya Manusia yang dibiayai dari anggaran pe:ndapatan dan 'belan ja, SR

daerah provinsi.

{2) Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b'f:":f::'f'_- _- i e
ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membawa}n_ S

Widyaiswara tersebut.
Pasal 35

(1) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak tepat waktu menyampaikan LI—IKPN :_i: SRE R
atau LHKASN, pembayaran tambahan penghasilannya- dapat dltunda-f: L

sampai dengan yang bersangkutan menyampmkan/menun j‘ui{kan ;
bukti kepada bendahara. :

(2) Pembayaran TPP Pegawai ASN dan CPNS yang ﬁjkenak&m hukum an ': : ':_ :
TP-TGR dialckasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi. yang.ooot oo
dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk d1 sete:r ke_-‘.-'_ : - B ' ':_ '

Rekening Kas Umum Daerah.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan (}ubemur:f i
Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Tambahan = =
Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil - Negara di ngkungan SR e R
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan =~ . -
Barat Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan.

terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 83 Tahun_-:-’

2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun =
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara -
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat’ (Berita - Daerah™ .
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 83 ) dicabut dan dmyatakan_”_ o

tidak berlaku.
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Pasal 37

Peraturan Gubernur ini berlaku terhitung mulai bulan Januarl 2023

Agar setxap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .
Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.- -

Ditetapkan di Pdntianal{ E
pada tanggal 16 Conuse S0R7

% GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, § |

L SUTARMIDJT -

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 onoed 987
SEKRETARIS DAERAH
PROVNSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR &




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAFUN 2023

NOMOR

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

L BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH
TPP Berdasarkan Kriteria
No. | [Kelas Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kerj Kondisi poclangkean BesaranTPP
Jabatan (84,4% x Basic {*a KKD x Basic i vofest {B44%% x
TP ’[‘Pf’ (% BKD x BasgicTPP}
) ) Basic TPP] s
1 2 3 4 5 6 7 8
L 16 Rp. 23.689.823,- | Rp. 20.000.000,- - - Rp. 20.000.000,- | Rp. ©0D O d)-
II. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTUR
TPP Berdasarkan Kriteria _ .
No. JK;:]?S Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kondisi Kerja Iilgfﬁj‘;a Ees&:‘éﬁ TPp
anatan {79,734 x Basic th KKD x Basic {3,2% x Basic PRlihckasl .
TPP: TPP: TP} to KD x
) : Basic TFP)
1 2 3 4 5 5 7 8
L 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000, . Rp. 603.000,- Rp. 15.603.000,:
1. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN
DAN RSUD dr. SOEDARSO = . :
TPP Berdasarkan Kriteria ) ) _
Kelas N Bebary Kerja m et : Eondist Kerja Kelangka&n ‘Besaran TP .
No. Jabatan Basic TPP (79, M6 s.d ?r?§é%s;!§i§c L8 s.d Profes ) . LR
32349% x Basic | 00 wemy | 20%% x Basic | o KKD % Bas;c '
i TEP) ) TPP) TPR, - E
1 2 3 4 5 5 7 B
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- . “Rp.115.390:000: 7 -
2. 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,- . Rp. 296.000,- o Rp. 12.796.000
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,~ - | Rpo1126400020 1
4. 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- | Rpoi0.12.000-
5. 11 Rp. 7.948.009,- | Rp. 0.500.000,- . Rp. 164.000,- - Rpl 00864000
&. 10 Rp. 6.013.547,- | Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- - CRpl¥343000: )
7. 9 Rp. 6.014.015,- | Rp. 6.200.000,- - Rp. 124.000,- - ©RpcB324000; 0
8. 8 Rp. 4.833.700,- | Rp. 4.900.000,- - Rp. G8.000,- . Rp. 4.992.000,5
9 7 Rp. 4.261.855,- | Rp. 3.700.000,- . Rp. $8.000,- - Rpi B.7820005 5] 1
10. 6 Rp. 3.708.502,- | Rp. 3.600.000,- Ep. 76.000,- - RpoBETEOU0. |
1L 5 Rp. 3.088.608,~ | Rp. 3.500.000,- Rp. 62.000,- - Rp. 13562000040
12, 4 Rp. 1.830.548,- | Rp. 3.400.000,- . Rp. 36.000,- . Rp; 3H3B000, 1
13. 3 Rp. 1.512.499- | Rp 3.300.000.- - Rp. 30.000,- - CRpl3330.000- |
14. 2 Rp. 1.250.992, | Rp. 3.250.000,- - Rp. 24.000,- - | Rprsovaonns |
15. 1 Rp. 989.485 - Rp. 2.200.000,- - Rp. 20.000,- - T Rp,-s,Q;}Q;QQQ?-;

IV, BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANC}KAT E)AT‘RAH

ZARARRA

(.

:

KECUALI DINAS KESEHATAN DAN RSUD dr. SOEDARSO
TPP Berdasarkan Kriteria o ; : ) o
No. | Kels Basic TPP I?E‘;gm%f:f Prestasi Kerja | Kondisi Ferja K‘Eﬁf;%};‘;a“ (Besaran i
33, 45/0 < Bagie | 00 KKD x Basic o I‘{th % KKD = Basia

TP TPH BasicTPP) " ree) _ o
1 2 3 4 5 & 7 g1
L 15 Rp. 18.816.928,- | Kp. 15.000.000,- - - - “Bp. 18000006, | T
2, 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.0C0,- . . - Rp. 12,500,000, | =
3 13 Rp. 12.856.885,- Rp, 1L.00C.000,- - - . Rp- 11000000
4. 12 Rp. 10280368, | Rp 10.000.000,- . - - Rp, 10,000,006, | = 0
5. 11 Rp. 7.048.009,- Rp. 9.500.000,- - - - Rp. 9500000 1
&. 0 Rp. 6.913.547,- | Rp. 7.200.000, - : - Rp. 7200.000- 1
7, 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,~ - - _ Fp. 5‘29020@'};
8 8 Rp. 4.833.700,- Rp. 4.900,000,- . . - Rp. 48000007, -

g@?ﬁ% Mﬁ‘;;m{m PASRAR | amisrEN T BREDA o




(&

o 7 Rp. 4.261.855,- Rp. 3.700.000, - - - Fp. 3.760.000,- :!{
10, 6 Rp. 3.703.502, | Rp. 3600.000. i . . - Rp. 3.600.000, |
11. 5 Rp. 3.088.608,- Rp. 3.500.000,- - - . Rp. 8500000, |
12 4 Rp. 1.830.548,- Rp. 3.400.000,- - . - R 3400000
13, 3 Rp. 1.512.400,- Rp. 3.300.000,- . . - Rp. 3.300.000,
14, 2 Rp. 1.250.992,. Rp. 3.250.000,- | . . . Rp. 3.280000,-
15. 1 Rp. 989.485,- Rp. 53.200.000,~ | - - . Rp. 3.200.000,-
V. BESARAN TPP DOKTER SUB SPESIALIS PADA RSUD dr. SOEDARSO
§
E TPP Berdasarkan Kriteria
e e . Kelanghaan ]
No, | [felas Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kepjn | Londisi Kerja Profesi Besaran TPP
Jabatan (79,720 ad o KKD % Basi {1994 ad s
303,4% x Basic | 1 % Basic | 206 x Basic (77 o 5.
’ TP TPP) ? TPP) 19,7%» x Basic
PP
i 2 3 4 5 & 7 g
1 18 Rp. 18.816.928,- | Rp 15.000.000,- - Rp. 390.000,- | Rp. 14.610.000,- | Bp. 30.000.000,
2, 14 Rp. 14.325.080,- | Rp, 12.500.000,- - Ep, 296.000, | Bp. 16220508 | Rp. 20.U16.508
3, 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 1L.000.000,- - Bp. 264.000, | Rp 1L054.508- | Rp 22.318.508-
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp., 212.000,- | Rp. 10:924.508. | Rp 2L136.508 -
5, 11 Rp. 7.948.00%,- Rp. 9.500.000,- Rp. 164.000,- | Bp. 10.487.508,. | Rp 20151808,
G. 10 Rp. 6.813.547 - Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- | Rp, 8.277.508- Rp. 15620508, -
7. ) Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - Rp. 124.000,- | Rp. 8.705.508 . Rp. 15020508,
VI BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA RSUD dr. SOEDARSO
TPP Berdasarkan Kriteria
Kelas o Belan Kerja . C e Kondisi Kerja Kelangkaan Begaran TFP
No- | Jabatan Basic PP (79,7%% sl Pr %@S‘XI‘%&;& (L9% s,d Profesi
3234%% x Basic e TPP) 1 2, 194x Basic (59% sd 120,59
TPP TEP) xBasicTPP) D
1 2 3 4 5 5 7 g g
1 15 Rp 18.816.928,- | Rp. 15.000.000, . Rp. 390.000, | Rp. 12.978.000,. | Fp 28.568.000,-
2. 14 Rp. 14.325,050,- | Rp. 12.500.000,- Rp. 296.000, Rp. 14784.000,- | Rp. 27.580.000,
3. 12 Rp. 12.856.885,- | Rp 1.000.000,- - Rp. 264.000,- Rp. 9.618.000,- | Ep 20.85:’-23&%2%%%
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- Rp. 9.488,000,- | Rp 18.700.000,-
5, i1 Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- Rp. 164.000,- Rp. 9.051.000,- | Rp. 18715000,
6. 10 Rp. 6.913.547 - Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- Rp. 6.841.000,- | Fno 4.1B4.000,-
7. 9 Fp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - Rp. 124.000,- Rp. 7.260.000,- .| Fp 13583000,
Vil. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA RSJ PROVINSI
TPP Berdasarkan Kriteria
Ne. Kelas Basic TPP BEbfff; Kerja Prestasi Kerja Kondisi Kera Kele_mgi{éfan sl :
Jabatan (79,79 ad B i . A Profest Bagaran THY -
b . po KED x Basic P KKD x R N .
3234%% x Basic TPP) BasicTPP) B9% ad 12089%
TP x Basie TPP) )
1 2 3 4 5 G 7 TE
L. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- . . Rp. 13.080.000- - Fps 28080000,
2, 14 Rp. 14.325.080,- | Rp. 12.500.000,- - - Rp. 14.800.000,- | Rp-27.300.000,
3. 13 Rp. 12.886.885,- | Rp. 11.000.000,- - - Rp. 9.670.000,- | Bp 20670000,
4, i2 Ep. 10,280,368, | Rp. 10.000.000,- - - Rp. 9.500.000, | Rp.-19.500.000,
5. i1 Rp. 7.948.009,- Rp. $.500.000,- - - Rp. 9.025.000, ] Rpo 1852 5,000,
5. 10 Rp. 6.913.547,- | Rp. 7.200.000,. ) Rp. 6.340.000,- | Rp. #4.040.0007
7. 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 620.0.000,- | - - Rp. 7.255.000, | Ep 13455000
VIH.BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA UPT KLINIK UTAMA SUNGA! BANGKONG
TPP Berdasarkan Kriteria
Kelag . Beban Kerja ol " Kondisi Kerja I{elangkaén L
No- | jabatan BasieTPP (7970 5.4 (Di"i;;gs;%;é?c 1.5% sd Profesi .|  Besagan TPP -
3345 % x Basie i TPP) 2,10 % Basic | @04 sd 02094 S
TPP) TPP} % Basic TPP) .
1 2 3 4 5 5 7 _a
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- | Ry 13.080.000,- | Ep. 28470.000,-
2 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,- - Rp. 296.000,- | Rp 14:800.000,- | Rp. 27.596.000,
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 1.000.000,- - Rp. 264000, | Rp 9.670.000,- | Rp-20.934.000: -
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- Rp. 9.500.000,- . | Bp. 187 12.000,
BARG PERANGHAT BARRAH on
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5 | u Rp. 7.048.009,- | Rp. 9.500.000,. Rp. 154.000, | Rp. 9.028.000. | Rp. 18686000,
6 | 10 Rp. 6.913.547,- | Rp. 7.200.000,- - Rp. 143000, | Rp.6840.000,; IRp. 1 4 18 (00
7.1 o Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - | Rp. 124.000, Rpr 13879.000,-

Rp. 7.255.000,-

IX. BESARAN TPP BE3SUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN

DAERAH
TPP Berdasarkan Kriteria !
Kelas - Beban Kerja et . N Kelangkasi
No. Jabaran Basic TPP (45970 s.d Iziest_asz PKerj:% I{oorfdz?s Eerja Profes Resarai TS
Ao o 6 KKD x Basic &6 KED x . . ; .
19447 x Basic TPE) BasicTPE) o KKDx Basic

TPP) TPF)
1 2 3 4 5 & 7 &
1. 15 Rp. 18.816.%28,- Rp, 8.640.000,- - - . Hp. S.&é@0.000,m
2. i3 Rp. 14.325.080,~ Rp. 8.400.004,- - - - Rp. 8.400.000,-
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 6.360.000, - . ) Rp. 6.360.000 -
4, 12 Rp. 10.280.368,- Rp. £.000.000,- - - - Ep, t’&.OOO.DOD}_
5, 11 Bp. 7.948.009,- | Rp. 5.700.000,. ) _ Rp. 5. FOOUT0,- -
8. 10 Rp. 6.913.547 - Rp. 4.320.000,- - - - wps 2350000,
7. ) Rp. 6.014.015,- | Rp. 4.140.000,- - . - Rp. 4.140.000. ..
2. 8 Rp 4.833.700,- Fp. 2.400.000,- - - Rp. .400.000,
o 7 Rp. 4.26L.855- | Rp, 2.220.000,- . - . Rp. 2.220.000.-
10. 6 Ep 3703502, | Rp. 2.180.000, - - Bp. 2160000~
11, 5 Rp, 3.088.608,- Rp. 2.100.000,- - - Ry ‘2.15}_0.00(3,“
12. a Rp. 1.830.548,- | Rp. 2.040.000, - . . - Rp. 2040000 - -
13. 3 Rp. 1.512.490,- | Rp, 1.980.000,. - . . Ep, 19800060,
14. ] Rp. 1.250.992,- Rp. 1.950.000,- - - - Rp. .1.950.000,«- o
15, 1 Rp. 989485, | Rp. 1920.000,- ; . _ Rp. 1,920,000
X. BESARAN TPP BAGI PNS TUGAS BELAJAR

TPP Berdasarkan Kriteria
No. Jz;\;;?;:n Basic TPP Beban Kerja_ Prestasi Ker ja: Kondisi Kerja Kei;i:;ﬁ};&n Besaren TEP
{101,i%s x Basic P KED x Basic po KKD x ph KKD x Basic .
T i_«, ie a L
PE) TPP) BasioTPP) TpP) o
I 2 3 4 5 5 .7 . 8 .
1. 1 Rp.®B9.85,- Rp. 1.000.000,- - - Rpo LOGOC E}i_},w
X1, BESARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK
1pP Berdasarken Kriteria
No. iniin RasicTPP Beban kria Prestasi Kerja Kendisi Eerja Kegz;;%é;?an B es&ir&n rpp
{20,2% = Bsic b KKD x Basic Bé KKD x o KED v Basie | :

TPP) TPP) Basic TPP) b KKD x Basie
7 ] K] 7 5 8 T Faau—
L 1 Rp.989.4%,- Rp.200000; - . ) Rp. 260,000,

Xil BESARAN TPP BAGI GURU PNS YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKAS] _'

[N S U U ——

TPP Berdasarkan Kriteria Ei
No. J;;e;f:ﬂ Basic TPP Beban Kerja Prestas: Kerja Kondisi Kerja Ke]an‘?ka}an Resaran TFP 5
(BOSs x Bagic | f KKD x Basic fo KKDx v 1 G’?g o sic R {
TPP TP Basic TPP 2 =
: s ¢ ) "TPP] i !
1 2 E] 4 5 & 7 5 -
1. 1 Rp. 989.485, - Rp. 500.000,- . | ) . Rp. 500000,

~GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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Contoh Formulir Laporan Sktivitas Henja Pegawal ) . o »
. . o . LAPORAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAL

BULAN ?mqm ....... —
MAMA
NIP
JABATAN/KELAS JABATAN
BESAR JUMLAH
JAM BEKERJA PEMERIKSAAN WAKTU PERSENTASE DATA,
. TUNJANGAN | TUNJANGAN
HARL URAIAN VOLUME SATUAN WARTU JVALIDAST MAKSIMAL AKTIVITAS KERJA ) PENDURUNG
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Rentang walktu dan Persentase pengurangan datang terlambat dan pulang lebih awal:

a. 1 s.d 30 menit 1 0,5%

b, 31 s.d 60 menit : 1%

o. 61 s.d 90 menit £ 1,25% AGUBERNUR KALIMANTAN w%ﬁm
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TPP BERDASARKAN KRITERIA TFP 4 HUKUMAN JUMLAH
NAMA & MLAR | piseLme | Begs |TOLAL BPJS WP | POTONGAN | “ o nnh
TPP TPP YANG e
KELAS (20% atau DrrERIMA | TANDA
JABATAN ToTAL | 15% x Total Kolom Kolom (9 x Kolom Kol Kolom Kolom Kelom TANGAN
PEGAWAI | Beban | Prestasi | Kondisi Kelangkaan TPP jabatan Persentase |{9x 4%)! O om (11=14) | (9% 1%) (10+13+14+1 |
Kaolom (7+8) 9+ 11) 5 Kolom {12-16)
Kerja | Kerja Kerja Profesi yang Hulsuman }
{3+4+5+6) | dirangkap) Disiplin)
2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 i4 15 18 17 18
K%
Menyetujui,
Kepala Peranglkat Daerah Bendahara Pengeluaran

{ )

{

)

£GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, m




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2023 .
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA _

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAL

o Keterangan Penilaion Aktivitas Kerja Pegawai :

Rumus = (Standar TPP x 70%) x (Waktu Penyelesaian Kerja ; Waktu Efektif
Kerja Maksimal Pada Bulan.... x 100%)

Contoh perolehan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan penﬂaian
Aktivitas Kerja pegawai pada bulan Maret (20 han kerja = 10.200 Menit):
- Aktivitas Menit Kerja Pegawai bulan Maret 1 9,200 Menit

PNS A berada di kelas jabatan 5, dengan standar tambahan penghasilan pegawai
sebesar Rp. 3.500.000,- B _
Pada bulan Maret penilaian Produktivitas Kerja pegawai A = 9.200 menit, .
jadi (9.200/10.200) x 100% = 90,2%, maka besaran tambahan penghasilan yang -
diperoleh PNS A, vaitu ; (Rp. 3.500.000,- x 70%)} x 90,2% = Rp. 2:450.000,- x =
90,2% = Rp. 2.209.200,- S

o Heterangan Penilaian Disiplin Kerja:
Rumus = (Standar TPP x 30%) ~ Besaran Potongan Disiplin Kerja =~

Penilaian kehadiran :
- Besaran maksimal/bulan = Standar TPP x 30% = Rp. 3.500.000,- x 30%
= Rp. 1.050.000,- :
- Desaran maksimal/hari = besaran maksimal per bulan: jumlah maksunal haﬂ o
kerja pada bulan Maret
=Rp. 1.050.000 : 20 = Rp. 52.500,- -
- Terlambat tanggal 3 Maret= 45 menit {1% = 1%x Rp. 52.500,- =- Rp 525 -
- Terlambat tanggal 13 Maret= 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = Rp.-263,-
- Terlambat tanggal 15 Maret= 3 menit (0,5%) = 0,5%x. Rp. 52. 500 Rp. 263,
- Terlambat tanggal 16 Maret= 4 menit (0,5%) = 0,5%x Rp. 52. 500 = Rp. 263,
- Terlambat tanggal 22 Maret= 5 menit {0,5%} = 0,5% x Rp. 52. 500 = Rp. 263
- Terlambat tanggal 27 Maret= 5 menit {0,5%) = 0,5%x Rp. 52.500 = Rp 203+
Besaran Potongan Disiplin Ker_}a = Rg: 1 &@0 w '-':.: :
Jumlah besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebesar: : -
= Rp. 1.050.000 - Rp. 1.840 = Rp. 1.048.160,- _
Total TPP pada Bulan Maret sebesar Rp. 3.258.060- x 5% Pph = Rp. 162 903 -
Total yang diterima sebesar Rp. 3.095.157,-
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LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Surat Pernyataan Keterlambatan Masuk kerja dan/atau Pulang - Cepat .
Sehingga tidak melakukan presensi Dikarenakan Melaksanakan Tugas Kedinasan .

Kepada

Yth. Kepala SKPD

di-
TEMPAT
1. Saya vang bertanda tangan dibawah ini :
- Nama :
- NP
- Jabatan
- Unit Kerja
menyatakan bahwa pada Hari ................. , Tanggal ... , Saya
terlamnbat masuk bekerja dan/atau pulang cepat ), sehingga . iidak’
melakitkan perekaman sidik  jari  dikarenakan melaksanakan -tugas
kedinasan. R
2. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, -
.................... poreeanaiepseenins 20000,
Mengetahui, Yang membuat pernyataan, . .
{Atasan Langsung/Kepala SKPD) { Pegawai vang bersangkutin )’
NIP. NIP. o

9 coret yang tidak perlu
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